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ABSTRAK:

Tukar guling tanah milik desa pada prinsipnya bisa dilaksanakan dengan
tujuan untuk kepentingan umum ataupun pembangunan nasional. Namun apabila
tukar menukar ini dilakukan untuk pendirian pabrik yang merupakan milik
perseorangan, apakah ini sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum.
Pemerintah desa melakukan tindakan tukar guling itu dengan alasan menghindari
konflik di desa, kesejahteraan masyarakat desa dan menarik investor, sehingga
dilakukanlah upaya mediasi dengan para pihak dan disetujuilah tukar guling ini.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris,
yakni menganalisa peraturan yang ada dengan kenyataan yang berlaku
dimasyarakat setempat sehingga didapatkan kesimpulannya. Rumusan masalahnya
yakni bagaimana tukar guling tanah bengkok terjadi di desa Rembun Kecamatan
Siwalan Kabupaten Pekalongan? Dan bagaimana akibat hukumnya? Hasil
penelitian ini adalah tukar guling itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan desa dan masyarakatnya, namun juga pada prinsipnya telah
melanggar aturan yang ada dalam Permendagri No.l Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Aset Desa karena diperbolehkan apabila untuk pembangunan nasional
misalnya jalan tol. Sedangkan pembangunan pabrik hanya memberikan dampak
pada kedua belah pihak yang berkaitan meskipun dengan dalih asas kemanfaatan
hukum. Pemerintah desa terkesan tergesa-gesa dalam melakukan tukar menukar
aset desa dengan alasan demi menghindari konflik yang berkepanjangan.

Kata Kunci: Tanah desa, tukar guling, dan kepentingan.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tanah bengkok atau tanah kas desa yaitu aset milik desa yang dapat
digunakan untuk kepentingan desa. Fungsi tanah bengkok sebagai kekayaan
desa memang sangatlah besar, diantaranya sebagai tunjangan bagi aparat desa
juga bisa sebagai sumber pendapatan penyewa tanah dan menjadi kas desa juga.
Meskipun sudah ada ADD yang mengatur gaji aparat desa, namun tanah
bengkok disini juga masih dikelola oleh pemerintah desa. Biasanya bengkok
desa dikelola dengan pihak lain melalui pelelangan atau sewa menyewa sebagai
salah satu cara agar desa memiliki pendapatan. Hasilnya akan dibagi dengan
orang yang menggarap sawah tersebut, perolehan untuk desa akan dipergunakan
untuk tunjangan para perangkat desa dan mengisi kas desa.

Disebutkan dalam UU Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwa tanah
bengkok adalah hak kekayaan desa dan dipakai untuk kepentingan desa dan
masyarakat setempat. Sedangkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Tentang Desa UU No.
6 Tahun 2014, menjelaskan aset desa merupakan segala sesuatu kepunyaan desa
yang berasal, dibeli maupun diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja
desa maupun perolehan hak lainnya yang sah.!. Yang dimaksud tanah
negara adalah tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara, yaitu tanah yang

belum ditetapkan sebagai hak perseorangan dalam UUPA 2

! Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2007), 271.



Pengelolaan dan pengoptimalan atas tanah desa dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek kegunaan atas tanah tersebut, guna memaksimalkan
penggunaan tanah tersebut untuk menjadi pemasukan desa. Penelitian kali ini,
pemerintah desa yang ingin menukar gulingkan sebagian tanah desa untuk
pendirian pabrik. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset
Desa menyatakan bahwa tanah kas desa atau tanah bengkok tidak boleh dialih
kepemilikan kecuali untuk kepentingan umum, misalnya untuk pembangunan
jalan tol. Dalam pasal 32 disebutkan bahwa Pemindahtanganan kekayaan desa
berupa tanah yang melalui ruislag sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat
(1)* huruf a bahwa tukar menukar dapat dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu
untuk keperluan umum, bukan untuk keperluan umum, serta tanah desa selain
untuk keperluan dan bukan keperluan umum. Selanjutnya diuraikan penjelasan
atas pasal tersebut melalui pasal 33 sampai dengan pasal 42.

Penelitian ini, membahas mengenai tukar guling aset desa berupa tanah
untuk pendirian pabrik yang mana termasuk ke dalam poin b pasal 32 bukan
untuk kepentingan umum, melainkan untuk meningkatkan kawasan industri dan
menambah pendapatan desa berdasarkan kontribusi pihak pabrik nantinya.
Namun, sebagian warga justru tidak setuju dengan akan didirikannya pabrik
tersebut diatas tanah desa. Sebab, menurut warga tanah desa harus dimanfaatkan
untuk kepentingan desa bukan untuk menjadi milik swasta atau perorangan
apalagi dijadikan pabrik. Sebab, mereka beranggapan bahwa dampak atas

pendirian pabrik tersebut akan merugikan warga desa

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa



Pendirian pabrik diatas tanah desa ini menimbulkan problematika sosial
dimana telah terjadi demonstrasi dan terjadi gejolak politik atas masalah itu.
Sebagian masyarakat yang tinggal di dekat dengan lokasi yang akan dibangun
pabrik menolak usulan tersebut dan meminta pihak desa untuk mengurungkan
niatnya menukar guling tanah desa untuk pembangunan pabrik. Namun,
sebagian warga yang lainnya menyetujui usulan itu dengan alasan dikemudian
hari dapat menjadi pekerjaan dan menambah penghasilan bagi masyarakat desa
dan sekitarnya serta menambah penghasilan desa dengan pembayaran pajak
yang dilakukan pihak pabrik dan juga dapat menambah aset desa, yang tadinya
sawah sebanyak 10 Hektar menjadi lebih dari itu sehingga dapat menambah nilai
guna dan ekonomis aset desa. Tanah yang ditukar guling itu hanya sebagian dari
pada seluruh aset yang dimiliki desa. Sehingga masih sangat memungkinkan
untuk desa mengelola aset desa tersebut secara lebih optimal.* Pemilik pabrik
tersebut merupakan orang Taiwan yang menanamkan modalnya di Indonesia
dengan tujuan kerjasama untuk kepentingan bersama. Prinsipnya, tukar guling
bisa dilakukan dengan alasan untuk kepentingan nasional. Sehingga dikemudian
hari tidak terjadi masalah yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Harapannya ke depan, dengan adanya kerjasama antara investor Taiwan
tersebut dengan Indonesia dapat menjalin mitra yang saling menguntungkan
bagi para pihak bahkan warga sekitar, sehingga tidak akan menimbulkan

masalah maupun kerugian bagi salah satu pihak maupun pihak lainnya.

4 Kuncoro Edi, “Peralihan Tanah Bengkok dan Akibat Hukumnya”, Tesis Magister
Kenotariatan (Semarang: Perpustakaan UNDIP, 2010), 18.



Meskipun nanti terdapat hal yang sifatnya merugikan, namun setidaknya ada
lebih banyak manfaat yang diperoleh dengan kerjasama itu. Karena dalam
rencana pendirian pabrik juga telah mempersiapkan analisi mengenai dampak
lingkungan (AMDAL) tersebut. Studi terkait AMDAL telah dipertimbangkan
kelayakannya sehingga pendirian pabrik itu bersifat legal. Pabrik itu akan
beroperasi menjahit sepatu, sehingga limbah yang akan dihasilkan berupa
limbah padat dan kering dan kemungkinan limbah tersebut untuk dikelola oleh
pihak pabrik sendiri sangat besar sehingga mencegah terjadinya pembuangan
limbah sembarangan. Manfaat yang dihasilkan lebih dominan dari pada
mudharat yang kemungkinan terjadi melalui perspektif maslahah mursalah.

Pentingnya penelitian ini bagi pihak pemerintah desa, agar lebih
memahami bagaimana tukar guling tanah bengkok itu bisa dilakukan, dan
bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari tukar guling itu.> Untuk
itu penulis memilih judul “Kajian Mengenai Tukar Guling Tanah Bengkok Guna
Pendirian Pabrik”.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan menyajikan
rumusan masalah antara lain :
1. Bagaimana tukar guling tanah bengkok terjadi di desa Rembun Kecamatan

Siwalan Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana akibat hukum dalam hal terjadinya Tukar Guling Tersebut?

5> Kuncoro Edi, “Peralihan Tanah Bengkok dan Akibat Hukumnya”, Tesis Magister
Kenotariatan (Semarang: Perpustakaan UNDIP, 2010), 18.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk memahami bagaimana tukar guling tanah bengkok itu bisa terjadi.
b. Untuk mengetahui akibat hukum atas terjadinya proses tukar guling tanah
bengkok tersebut.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis®

1) Penulis berharap agar penelitiannya bisa memberikan wawasan
keilmuan bagi masyarakat luas, dan juga menjadi salah satu bentuk
kontribusi terhadap pengembanan keilmuan hukum tata negara yang
berhubungan dengan kewenangan otoritas desa dalam mengelola
kekayaan dan aset desa menjadi yang lebih bermanfaat atau membawa
maslahat menurut hukum syariah.

2) Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan atas
kajian pengetahuan ilmu hukum, khususnya terkait hukum tata negara
yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah desa dalam
mengelola aset desa.

b. Manfaat Praktis

1) Mengedukasi masyarakat umum mengenai penyebab terjadinya tukar
guling tanah desa untuk pembangunan pabrik.

2) Bagi para pengambil kebijakan, para praktisi hukum, serta tokoh

masyarakat agar mengerti dan menjalankan bagaimana cara

¢ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 14.



menggunakan aturan mengenai tukar guling tersebut sesuai dan dapat
memberikan manfaat kepada orang banyak.
D. Tinjauan Pustaka
1. Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur mengenai
peraturan pengelolaan aset desa dalam hal tanah bengkok desa dan juga
prosedur dalam tukar guling tanah bengkok. Penulis juga mencari dan
menggali informasi dari berbagai sumber, antara lain adalah penelitian-
penelitian terdahulu sebagai bahan dan bentuk perbandingan. Adapun
penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang akan angkat adalah:
a. Skripsi “Efektivitas Permendagri No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyewaan
Aset Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2019
Perspektif Hukum Islam” oleh Sulistyo Waluyo, IAIN Salatiga
menjelaskan bahwa telah optimal pemanfaatan tanah desa dengan cara
sewa menyewa dan hasil yang diperoleh untuk mengisi kas desa juga
masyarakat yang menyewa telah sepakat akan pembagian hasil dari
penggarapan lahan tersebut.’
b. Skripsi milik Encep Dudin Saepudin, “Praktik Tukar Guling (Ruislag)
Tanah Wakaf Proyek Jalan Tol Ditinjau Dari Hukum Islam Dan
Perundang-undangan Di Indonesia” (Studi Kasus Desa Pamulihan

Kabupaten Sumedang) menjelaskan bahwa Ruislag tanah wakaf untuk

7 Sulistyo Waluyo, “Efektivitas Permendagri No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyewaan Aset Desa
Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam”. Skripsi
pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Salatiga.



proyek pembangunan jalan tol di Dusun Cimasuk II Desa Pamulihan
Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia, yang kesimpulannya adalah berdasarkan SK
Gubernur Jawa Barat yang mengatakan bahwa wilayah tersebut akan
masuk dalam pembangunan jalan tol CISUMDAWU dan berdasarkan
tinjauan hukum Islam, ruislag ini telah memenuhi syarat dimana
penggantian tanah wakaf dilakukan berdasarkan kemaslahatan umat dan
agama, dan tanah pengganti haruslah lebih baik.?

c. Skripsi karya Indriyani, yang berjudul “Tukar Guling (Ruislag) Tanah
Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman”
apabila dilihat dari hukum Islam, proses tukar guling tanah waqaf itu
dianggap sah. Dengan dasar hukumnya yakni beberapa pendapat ulama
yang memperbolehkan mengganti, menukar, dan memindahkan harta
wagaf Ditinjau dari hukum Islam, proses tukar guling (ruislag) tanah
Wakaf.’

d. Jurnal karya Siti Hapsah Isfardiyana dalam tulisannya menegaskan bahwa

Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkok yang dilakukan oleh Kepala

8 Encep Dudin Saepudin, “Praktik Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Proyek Jalan Tol
Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundangundangan Di Indonesia, (Studi Kasus Desa Pamulihan
Kabupaten Sumedang)”. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah. 2020.

? Indriyani, ”Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman”.
Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah. 2019.



Desa'?, adapun kegiatan hak gadai tanah bengkok menurut hukum adat yang
dilakukan oleh kepala desa tidak sah menurut hukum, karena perbuatan
tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, karena terbukti
melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 15 ayat (1)
Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Dan perbuatan mantan kepala desa pada
saat masih menjabat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan
secara otomatis tidak sah menurut hukum. Sedangkan dalam penelitian ini,
apakah sikap yang diambil oleh pemerintah desa telah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan juga sesuai ketentuan undang-undang yang
berlaku.

e. Jurnal Panorama hukum karya Miya Savitri yang berjudul Analisis
Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan
Tanah Bengkok Desa, menjelaskan bahwa dalam Permendagri No. 4
Tahun 2007 bahwa tanah bengkok tidak boleh dilakukan pelepasan hak
kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.'!
Perlindungan adanya tanah bengkok untuk peralihan hak milik disyaratkan
dengan SK kepala desa dan telah memperoleh persetujuan dari BPD serta
disetujui secara tertulis oleh Bupati/Walikota dan Gubernur. Pelepasan hak
atas tanah ini dapat terjadi apabila telah dilakukan penilaian besaran ganti
rugi harga menurut kesepakatan, dengan melihat harga pasar dan harga

jual objek kena pajak. Apabila biaya untuk tanah bengkok berupa uang

10°Siti Hapsah Isfardiyana. “Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkok Yang Dilakukan Oleh
Kepala Desa”.Arena Hukum, Vol.10, No.1, 2017.

' Miya Safitri, “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap
Pengelolaan Tanah Bengkok Desa”, Jurnal Panorama hukum, Vol. 1, No.2. 2016.



untuk pembelian tanah tambahan di desa, sisa uang harus dikembalikan ke
kas kota untuk mendukung program pemerintah daerah. Dalam penelitian
ini, penulis juga mengkaji perangkat dan cara kerja proses pertukaran,
serta pihak-pihak mana saja yang terlibat, dan urgensi masalah tersebut.
Dalam penelitian kali ini, penulis menggali ketentuan dan bagaimana
proses tukar guling itu berlangsung, serta pihak mana yang terlibat di

dalamnya. Kemudian, apakah urgensi dari tukar guling tersebut dilakukan.

No. | Nama dan Judul | Perbedaan Persamaan
Penelitian

1. | “Efektivitas Secara umum | Skripsi ini juga
Permendagri No. 1 | pemanfaatan tanah | membahas
Tahun 2016 Dalam | desa dengan cara | mengenai
Penyewaan  Aset | sewa menyewa itu | pengelolaan tanah
Desa  Sidomulyo | telah optimal, dan | desa namun dengan
Kecamatan Ampel | hasil yang diperoleh | sistem sewa-
Kabupaten Boyolali | untuk mengisi kas | menyewa.

Tahun 2019 | desa  juga  para

Perspektif Hukum | penyewa tanah hasil

Islam” oleh Sulistyo | dari ~ penggarapan

Waluyo lahan tersebut
dengan sistem bagi
hasil.

2. | Encep Dudin | berdasarkan SK | Objek penelitian ini
Saepudin, “Praktik | Gubernur Jawa | juga tanah yang
Tukar Guling | Barat yang | dilakukan tukar
(Ruislag) Tanah | mengatakan bahwa | guling, namun
Wakaf Proyek Jalan | wilayah tersebut | untuk  keperluan

Tol Ditinjau Dari
Hukum Islam Dan

akan masuk dalam
pembangunan jalan

pembangunan jalan
tol yang merupakan

Perundang- tol CISUMDAWU | proyek nasional dan
undangan Di | dan berdasarkan | untuk  keperluan
Indonesia”  (Studi | tinjauan hukum | umum.
Kasus Desa | Islam, ruislag ini
Pamulihan telah memenuhi
Kabupaten syarat dimana
Sumedang) penggantian  tanah
wakaf dilakukan
berdasarkan

kemaslahatan umat




dan agama, dan
tanah pengganti
haruslah lebih baik.

”Tukar Guling | Dilihat dari hukum | Tukar guling
(Ruislag) Tanah | Islam, proses tukar | dilakukan juga
Wakaf Ditinjau | guling tanah wagqgaf | berdasarkan hukum
Dari Hukum Islam | itu dianggap sah. | Islam, tujuannya
Dan Undang- | Dengan dasar | agar dalam
Undang Nomor 41 | hukumnya yakni | melakukan  tukar
Tahun 2004 | beberapa pendapat | guling tersebut
Tentang Wakaf | ulama yang | mempertimbangkan
Studi Kasus Pondok | memperbolehkan hal-hal yang
Pesantren = Daarul | mengganti, dianggap  penting
Rahman” karya | menukar, dan | demi  kelancaran
Indriyani. memindahkan harta | dan kebaikan

wagaf Ditinjau dari | banyak orang.

hukum Islam, proses

tukar guling

(ruislag) tanah

Wakaf.
Jurnal karya Siti | adapun kegiatan hak | Dalam penelitian ini,
Hapsah Isfardiyana | gadai tanah bengkok | apakah sikap yang
dalam  tulisannya | menurut hukum adat | diambil oleh
menegaskan bahwa | yang dilakukan oleh | pemerintah desa
Keabsahan Hak | kepala desa tidak sah | terkesan tergesa-
Gadai Tanah | menurut hukum, | gesa sehingga
Bengkok yang | karena perbuatan | menimbulkan
dilakukan oleh | tersebut termasuk | banyak tanda tanya
Kepala Desa sebagai  perbuatan | dalam masyarakat,

melawan hukum, | meskipun secara

karena terbukti | administratif tidak

melanggar peraturan | melanggar aturan.

perundang-undangan

yaitu Pasal 15 ayat (1)

Permendagri Nomor

4 Tahun 2007. Dan

perbuatan mantan

kepala desa pada saat

masih menjabat

memenuhi unsur-

unsur perbuatan

melawan hukum, dan

secara otomatis tidak

sah menurut hukum.
Jurnal ~ Panorama | Perlindungan tanah | Dalam  penelitian
hukum karya Miya | bengkok untuk | kali ini, penulis

Savitri yang

peralihan hak milik

menggali ketentuan

10



berjudul  Analisis
Kebijakan
Peraturan Daerah

Kabupaten Malang

disyaratkan dengan
SK kepala desa dan
telah  memperoleh
persetujuan dari

dan bagaimana
proses tukar guling
itu  berlangsung,
serta pihak mana

11

Terhadap BPD serta disetujui | yang terlibat di
Pengelolaan Tanah | secara tertulis oleh | dalamnya dan
Bengkok Desa, Bupati/Walikota dan | alasan dari tukar
Gubernur. guling tersebut

dilakukan.

2. Kerangka Teori
a. Tukar Guling

Tukar guling menurut KBBI adalah proses tukar menukar tanah
milik desa dengan tanah yang sama dengan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak. Adapun tujuan tukar menukar ini pada prinsipnya
adalah untuk kepentingan umum dalam aturannya tukar menukar boleh
dilaksanakan dengan alasan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional yang dimaksudkan, juga harus berdasarkan
pertimbangan tata ruang dan wilayah, sehingga tidak mengganggu
keadaan dan kondisi lingkungan setempat. Adapun secara tujuan hukum,
adalah adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan ini harus
dipertimbangkan dalam menegakkan hukum. Apakah dalam kasus ini
telah memuat salah satu dari tujuan hukum tersebut, sehingga proses ini

harus disetujui atau tidak.
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b. Teori Tujuan Hukum
Ada tiga tujuan hukum yaitu:
1) Kepastian Hukum
Adanya kepastian hukum menjadi harapan bagi para pencari

keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang para aparat penegak
hukum yang tergadang dengan arogansinya menegakkan hukum
semaunya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tau hak
dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, orang
tidak tau apa yang harus diperbuat, bahkan tidak tau apakah
perbuatannya benar atau salah dilarang oleh hukum atau tidak.
Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik
dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula
penerapannya. Dengan kata lain, kepastian hukum itu berarti tepat
hukumnya, subjeknya, objeknya, serta ancaman hukumnya. Namun,
kepastian hukum sebaiknya juga tidak dianggap sebagi elemen yang
mutlak ada setiap saat, tapi sebagai sarana yang digunakan sesuai
dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan
efisiensi.

2) Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak

dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan
hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Idealnya hukum memang harus mengakomodir dari ketiga asas
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tersebut, namun justru terkadang ketiganya justru akan saling
berbenturan dalam memutuskan hukum.
3) Kemanfaatan Hukum
Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang
mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam
masyarakat. Jika kita berbicara menegnai hukum, tentu pikiran kita
akan tertuju pada peraturan tertentu sebagai acuan kita dalam
mengambil langkah hukum. Namun jangan salah, aturan itu tidak jarang
justru tidak sempurna enth itu merupakan aturan yang tidak aspiratif,
maupun tidak memenuhi kriteria sebagai aturan yang baik yang bisa
digunakan oleh masyarakat.
E. Metode Penelitian
1. Desain Penelitian
a. Pendekatan Penelitian
Peneliti memakai pendekatan undang-undang, yakni dengan
melakukan analisis terhadap regulasi yang mengatur tentang tukar guling
aset desa.
b. Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini berupa penelitian yuridis empiris yang bertujuan
mencari kesesuaian antara pelaksanaan yang terjadi dengan hukum yang

berlaku.'? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena berisi kata-

12 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang : Unpam Press, 2018), 62.
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kata bukan angka'. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang fokus
terhadap aspek pemahaman yang dilakukan secara lebih mendalam
terhadap sebuah permasalahan.'* Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif karena penelitian ini menguraikan semua informasi atau kondisi
subjek maupun objek penelitian yang selanjutnya dianalisis juga
dibandingkan dengan fakta.'®
2. Jenis dan Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Data primer merupakan data asli yang bersumber dari sumber asli
maupun sumber awal. Data ini didapatkan melalui aturan mengenai tukar
guling yakni Permendagri No. 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset
Desa dan Perdes Nomor 3 Tahun 2021.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung
membagikan data atau informasi kepada penghimpun data atau informasi.
Data sekunder merupakan penunjang dari data primer. Data sekunder yang
dipakai untuk menunjang penelitian ini adalah wawancara kepada pihak
yang terkait dengan problem yang disajikan.'® Penulis mewawancarai

kepala desa dan perangkat desa sebagai perwakilan desa. Wawancara

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 23.

14 Mahmud, Peter, dan Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), 34.

15 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), 28.

16 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang : Unpam Press, 2018), 62.
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dengan pihak pabrik atau yang mewakili. Dan wawancara masyarakat desa
yang akan terkena dampak atas pembangunan pabrik tersebut.
3. Pengumpulan Data
a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara terhadap berbagai pihak terkait
permasalahan yang akan dikaji. Mulanya penulis mewawancarai pihak
terkait dengan model wawancara interaktif. Kemudian, setelah diperoleh
hasil dari wawancara tersebut, maka penulis menelusuri sejauh mana
praktik tukar guling tanah bengkok desa itu dilakukan.

Penulis menggunakan teknik sampling berupa purposive sampling
yang mana nantinya siapa saja yang akan diwawancarai oleh penulis telah
memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan diantaranya berupa tokoh yang
mengerti tentang desa dan aturan desa, seluk beluk desa, pihak yang tau
mengenai tukar guling desa, dan masyarakat yang mengetahui tukar guling
tersebut dan memiliki sudut pandang luas baik mengenai dampak yang
akan ditimbulkan maupun manfaat yang akan diterima oleh masyarakat
desa atas tukar guling tanah bengkok untuk pendirian pabrik itu.

b. Studi Dokumen

Sebagai pelengkap, penulis menambahakan studi dokumen agar
penelitian ini berjalan maksimal serta sebagai bukti bahwa penulis telah
mendapat persetujuan dari pihak ynag bersangkutan dan menjadi bukti

bahwa penulis telah melakukan kegiatan penelitian ini.
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Kemudian, untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis
menelusuri bahan hukum sekunder!”. Dalam penelitian ini, penulis
memperoleh informasi dan data pendukung melalui berbagai dokumen
resmi.

4. Teknik Analisis Data
Analisis interaktif adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini.
Data yang telah dikumpulkan akan ditulis sebagai catatan data yang kemudian
dianalisis secara mendalam dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada
narasumber dari hasil wawancara tersebut.
F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Tiap bab terdiri dari
beberapa sub bab yang bertujuan agar penelitian ini dapat tersusun secara
sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusah
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode
penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Konseptual, berisi tentang teori tukar guling, teori tujuan
hukum, dan teori kemaslahatan.

BAB III Hasil Pembahasan, berupa profil desa, kasus tukar guling aset

desa, dan praktik tukar guling aset desa.

17 Tbrahim Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Blitar: Banyumedia,
20006), 45.
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BAB IV Pembahasan, berisi analisis terhadap terjadinya tukar guling tanah
desa, dan analisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB YV
PENUTUP

A. Simpulan
1. Penyebab terjadinya tukar guling tanah bengkok di desa Rembun adalah:
a. Adanya konflik sosial dikalangan masyarakat desa.
b. Gejolak politik di desa yang semakin memanas.
c. Kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat dan
banyak dalam waktu yang singkat.
d. Kurangnya pertimbangan diantara pemerintah desa dalam memutuskan
tukar guling tersebut.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan atas proses tukar guling tanah bengkok itu
antara lain:
a. Adanya peralihan sertifikat atas tanah bengkok milik desa menjadi tanah
milik swasta.
b. Adanya peralihan tanah milik masyarakat menjadi tanah pengganti dari
tanah bengkok yang ditukar gulingkan.
B. Saran
1. Seharusnya dalam hal tukar guling ini, pertimbangan yang digunakan adalah:
a. Pertimbangan waktu, sebab dengan mempertimbangkan waktu kita dapat

mencegah terjadinya kemungkinan hal buruk yang akan terjadi.

74
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b. Pertimbangan lingkungan, lingkungan tentu akan sangat berpengaruh atas
pendirian pabrik itu. Melalui AMDAL yang baik, maka lingkungan juga
akan terhindar dari adanya kerusakan dan pencemaran limbah pabrik.
Namun jika analisis yang digunakan tidak tepat, padti dampak buruk yang
akan ditimbulkan dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat
sekitar.

c. Pertimbangan ekonomi, apakah dengan dilakukannya tukar guling ini
sepadan dengan income yang akan diterima oleh desa dan masyarakat
desa.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan terlalu beresiko dikemudian hari, sehingga
seharusnya perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang
dari pihak desa untuk menyetujui proses pemidahtanganan aset desa ini
melalui proses tukar guling, sehingga mencegah terjadinya konflik atas kasus

ini dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA
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